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ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the Implementation of PTSL Policy at
National Land Office of Tabanan Regency. This research used a qualitative method with a
descriptive approach. The theory used in this research is the policy implementation theory of
van Meter and van Horn which has six variables that affect performance of public
policy implementation. The variables are policy standarts and objectives; The resources; The
characteristics of implementing agencies;, The Comunication of inter-organizational, The
disposition or response of the implementers and The economic, social and political
environment. Based on the results of the research, the implementation of land registration
policy through PTSL program in Tabanan Regency has been running well but not
optimal because there are some obstacles to the measurement variables including lack of
human resources, poor communication inter-organizations and lack of public awareness in
registering land.
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1. PENDAHULUAN

Pendaftaran tanah disebagian
masyarakat masih timbul anggapan yang
negatif terkait pelaksanaannya.
yang
mendaftarakan tanah membutuhkan prosedur
yang

waktu yang

Banyak

masyarakat beranggapan bahwa

berbelit-belit, biaya yang besar dan
lama, sehingga masyarakat

menjadi enggan untuk  mendaftarkan
Oleh
adanya program pendaftaran tanah yang
lebih

masyarakat.

tanahnya. sebab itu, diperlukan

dapat mudah dijangkau leh

Saat ini pemerintah tengah

menjalankan program pendaftaran tanah

melalui program PTSL atau Pendaftaaran

Tanah Sistematis Lengkap. PTSL

ini merupakan proses pendaftaran tanah

untuk pertama kali yang dilaksanakan

serentak dan meliputi  seluruh  objek

pendaftaran tanah yang belum didaftarkan
tanpa adanya pengecualian di seluruh
Indonesia dalam suatu wilayah desa atau
kelurahan atau nama lainnya yang setingkat.

Pelaksanaan PTSL di

Tabanan dilaksanakan oleh panitia atau tim

Kabupaten

khusus yang disebut dengan tim ajudikasi
PTSL. Tim ini dibentuk dari pegawai-pegawai
yang
Kabupaten Tabanan.

bekerja di Kantor Pertanahan

Saat ini dalam
pelaksanaan PTSL di Kabupaten Tabanan

terdapat enam tim ajudikasi yang bertugas



dan masing-masing tim akan mengambil alih
beberapa wilayah kecamatan.

Adapun permasalahan yang dihadapi
dalam pelaksanaan PTSL di
dilihat

kurangnya sumber daya yang ada di Kantor

Kabupaten

Tabanan dapat dari:Pertama,

Pertanahan Kabupaten Tabanan. Kedua,
Komunikasi dalam pelaksanaan pendaftaran
tanah di Kabupaten Tabanan. Komunikasi
dalam pelaksanaan program pendaftaran
tanah merupakan hal yang sangat penting.
Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat di
Tabanan terkait

Kabupaten pendaftaran

tanah.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Implementasi menurut van Meter

dan van Horn seperti

(2017:133-136)

bahwa terdapat

dikutip Leo
Agustino mengungkapkan
yang

implementasi

enam variabel
mempengaruhi  kinerja dari
publik antara lain:

kebijakan yaitu

Ukuran dan Tujuian Kebijakan;
Sumberdaya; Karakteristik Agen Pelaksana;
Sikap dan Kecenderungan (Disposition) Para
Pelaksana; Komunikasi
Aktivitas

Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Antar-Organisasi
dan Pelaksana;

Lingkungan

3. METODE PENELITIAN

Pada peneliti ini menggunakan metode
penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sumber data primer yang didapat dari hasil
wawancara secara langsung dengan
informan serta sumber data sekunder yang
dokumen-dokumen terkait

didapat dari

penelitian. Teknik pengumpulan data yang

digunakan adalah observasi atau
pengamatan, wawancara, serta dokmentasi.
Unit yang

kajian  penelitian  ini

analisis dijadikan bahan

adalah Kantor
Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan

beserta pihak-pihak yang terkait dalam
Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap di Kabupaten Tabanan..

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada Teori
Implementasi yang dikemukakan oleh van

Meter dan van Horn, hasil dan pembahasan

terbagi kedalam enam variabel sebagai
berikut:
a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pada pelaksanaan PTSL di

Kabupaten Tabanan, sasaran yang telah di
jangkau untuk tahun 2017 vyaitu 35.150
bidang tanah dan 2018 yaitu 67.000 bidang
tanah. Sementara untuk sasaran yang ingin
untuk tahun 2019 adalah 50.000

bidang tanah. Target atau

dicapai
sasaran yang
tersebut terlalu besar

telah  ditetapkan

sehingga  menimbulkan keterlambatan
dalam mencapai target.

Masyarakat dalam menjangkau
pelayanan yang diberikan
dikatakan baik. Pada

pendaftaran tanah melalui program PTSL,

sudah dapat

pelaksanaan

panitia-panitia ajudikasi yang bertugas datang

ke masing-masing  desa untuk

mengkoordinasikan  terkait
PTSL. Selain
dibentuk panitia yang akan membantu dalam
PTSL. Sehingga

oleh

pelaksanaan

itu dibeberapa desa telah

menyukseskan program

jangkauan terhadap pelayanan



masyarakat yang PTSL

dapat berkoordinasi terlebih dahulu dengan

ingin mengikuti

panitia tersebut.
Kebijakan PTSL yang dilakukan,
memiliki keluaran kebijakan yang telah sesuai
dengan yang dibutuhkan masyarakat. Seluruh
yang telah

berpwngaruh terhadap kelengkapan data-data

bidang tanah terdaftar

kepemilikan sehingga dapat mengurangi

terjadinya sengketaa. Selain itu melalui

program ini dapat membantu masyarakat
untuk meningkatkan taraf perekonomian.
Pada PTSL, Tujuan

kebijakan yang ingin dicapai sudah jelas yaitu

pelaksanaan
mewujudkan desa lengkap atau seluruh
bidang tanah yang terdapat dalam suatu
desa sudah terdaftar atau minimal sudah
terpetakan.

Pelaksanaan PTSL di

Tabanan secara keseluruhan telah memiliki

Kabupaten

Ukuran dan tujuan kebijakan yang sudah
jelas dan juga telah dipahami oleh para
pelaksana. Namun penetapan jumlah target
yang terlalu besar
yang

keberhasilan implementasi.

memberikan pengaruh

kurang baik dalam  mencapai

b. Sumber Daya
Sumber daya merupakan variabel
penting yang dapat menunjangkeberhasilan

suatu kebijjakan. Selain sumber daya

manusia, sumber daya lain yang perlu

diperhitungkan juga adalah sumber daya
finansial dan juga waktu.

Sumber  daya manusia yang
melaksanakan PTSL terbagi kedalam 6 tim
ajudikasi yang terdiri dari pegawai ASN dan
PPNPN Kantor

Pertanahan Kabupaten

Tabanan. Jumlaah pegawai yang tidak
terlalu banyak dan tidak adanya perekrutan
pegawai, berpengaruh terhadap banyaknya
tugas yang harus dikerjakan oleh panitia
ajudikasi yang telah dibentuk tersebut.

Sumber  daya finansial yang
digunakan dalam melaksanakan PTSL di
Kabupaten Tabanan adalah melalui dana
yang telah diberikan
APBN dan APBD. Namun

pendaftaran awal seperti pemasangan patok

Pemerintah melaui

terkait biaya

dan materai dibebankan kepada masyarakat.

Sumber daya waktu dalam

PTSL ini

terbatas pada satu tahun angggaran. Waktu

melaksanakan adalah hanya

pelaksanaan PTSL juga semakin menjadi

terbatas dikarenakan adanya kendala yang

disebabkan oleh masyarakat yang tidak
segera dalam melekapi persyaratan.
c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pada pelaksanaan PTSL di

Kabupaten Tabanan, dibentuk panitia atau tim
ajudikasi untuk menjalankan program PTSL
ini yang terbagi kedalam 6 tim. Masing-
masing tim ajudikasi terdiri dari ketua tim
ajudikasi, wakil ketua (wakil ketua
bidang fisik dan wakil ketua bidang yuridis),
sekretaris, dan anggotanya yang terdiri dari
kepala desa dan juga salah satu pegawai
BPN serta di

satuan tugas (satgas) yaitu satgas fisik,

dari bantu dengan tiga

satgas yuridis dan satgas administrasi.

Pembentukan agen  pelaksana

serta pembagian kerja disesuaikan

berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh
pelaksana untuk menjalankan program PTSL
ini. Untuk yang

pegawai menjadi



bidang yuridis salah  satunya  harus
merupakan pegawai yang memiliki
latar belakang pendidikan hukum.

Sementara untuk pegawai yang bekerja
bidang  pengukuran, salah satunya
merupakan tukang ukur. Latar belakang

pendidikan yang berbeda-beda tidak menjadi
penghambat dalam melaksanakan PTSL.
Meskipun terdapat sedikit masalah dalam hal
kehadiran para pelaksana dalam melakukan

pendataan di desa.

d. Sikap dan Kecenderungan
(Disposition) Para Pelaksana
Pada pelaksanaan PTSL di
Kabupaten Tabanan, para pegawai yang
menjadi pelaksana dalam PTSL telah
memahami tentang kebijakan PTSL ini.
Sebelum para pegawai tersebut

melaksanakan  PTSL, diiladakan rapat yang

dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan
untuk memberikan sosialisasi ke seluruh
pegawai terkait program PTSL. Agar dapat
menjalankan program dengan baik, para
pelaksana tersebut bertumpu pada yuridis
pelaksanaan. Selain itu, hampir setiap harinya
dilaksanakan  apel pagi yang membahas
PTSL di

Kabupaten Tabanan.

terkaiit Kantor  Pertanahan
Target yang banyak yang ditetapkan
PTSL,

pekerjaannya yang harus diselesaikan terasa

dalam melaksanakan menjadikan
sangat padat sehingga para pegawai harus
rela  untuk mengorbankan waktu untuk
bekerja lembur di kantor bahkan bekerja
diluar hari kerja (hari sabtu dan minggu) agar
dapat memenuhi menyelesaikan tanggung

jawab mereka. Namun meskipun begitu,

pegawai memahami bahwa setelah program
berhasil dilaksanakan, pekerjaan yang akan

dilakukan ditahun-tahun selanjutnya
akan terasa lebih mudah karena data-data
terkait pertanahan telah lengkap.

e. Komunikasi Antar-Organisasi dan

Aktivitas Pelaksana

Komunikasi internal dalam Kantor
Pertanahan Kabupaten  Tabanan pada
pelaksanaan PTSL dilaksanakan dengan

diadakannya apel pagiatau rapat dan juga
dilakukan melalui aplikasi yang ada pada
ssmartphone seperti whatsapp. Sementara
untuk komunikasi eksternal atau komunikasi

dengan pihak dilluar kantor pertanahan
seperti pihak desa atau masyarakat dilakukan
dengan memberikan surat edaran kepada
desa terkait kemudian dilanjutkan diskusi
dengan desa terkait pelaksanaan sosialisasi
PTSL dan selanjutnya dilakukan koordinasi
secara rutin dengan panitia yang ada di
desa.Hubungan yang baik antar-pelaksana
terlihat dari nasihat atau dukungan yang
diberikan oleh atasan serta pengawasan

dalam pelaksanaan PTSL dilaksanakan setiap

hari melalui aplikasi yang terdapat pada
smartphone.
Pada saat melakukan komunikasi

dengan pihak eksternal dalam pelaksanaan
PTSL di

beberapa ketidakkonsistenan informasi yang

Kabupaten Tabanan, terjadi

disampaikan oleh pihak kantor pertanahan
kepada pihak panitia yang ada di desa.
Ketidakakonsistenan informasi ini  yaitu
terkait pembagian sertifikat dan juga informasi
kehadiran yang

terkait panitia ajudikasi

bertugas ke desa.



f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan
Politik Kebijakan

Pada Pelaksanaan PTSL di
Kabupaten Tabanan, dalam lingkungan
ekonomi tidak terdapat penolakan.
Masyarakat tidak keberatan untuk
mengeluarkan biaya sebesar Rp.150.000

untuk biaya memasang patok, materai dan

lain sebagainya. Hal tersebut dikarenakan
masyarakat merasa bahwa biaya tersebut
jauh  lebih murah dibandingkan dengan
biaya yang harus dikeluarkan tanpa mengikuti
program PTSL ini.

Pada
Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Tabanan,
yang tidak

mengikuti seluruh rangkaian PTSL sehingga

lingkungan sosial dalam

masih banyak masyarakat

berpengaruh terhadap kepahaman
masyarakat akan PTSL. Sementara dalam
pengaruh pada lingkungan politik pada
Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Tabanan,
dapat dilihat dari dukungan yang diberikan
oleh desa terkait dengan dibentuk panitia
yang akan membantu pelaksanaan PTSL di

desa.

5. KESIMPULAN
Berdasarkan pada 6 (enam) variabel
dari

mempengaruhi kinerja

publik

yang

implementasi  kebijakan dapat

disimpulkan yaitu:
a. Ukuran dan

tujuan  kebijakan secara

keseluruhan sudah jelas dan juga telah
dipahami dengan baik oleh para pelaksana.
Namun penetapan jumlah target yang terlalu

besar memberikan pengaruh yang kurang

baik

implementasi.

dalam mencapai keberhasilan
b. Sumber daya yang terdapat jika dilihat dari
sumber daya finansial sudah mencukupi.
Namun dalam sumber daya manusia serta
sumber daya waktu masih terbatas untuk
mencapai target kebijakan.

c. Karakteristik agen pelaksana yang
menjalankan kebijakan PTSL ini sudah dapat
dikatakan baik karena dalam melaksanakan
kebijakan PTSL ini, telah terdapat pembagian
yang

kemampuan dan pengalaman kerja.

kerja disesuaikan berdasarkan
d. Sikap dan Kecenderungan (Disposition)
Para Peaksana vyang ditunjukan dalam
sudah baik.

dalam pelaksanaan PTSL ini, para pelaksana

melaksanakan kebijakan ini

menunjukan sikap penerimaan pada
kebijakan. Hal ini terlihat dari kepahaman
pelaksana akan tujuan dan manfaat yang
akaan didapat melalui pelaksanaan kebijakan
ini serta kesanggupan pelaksanaa dalam
menjalankan kebijakan.

e. Komunikasi antar pelaksana dalam kantor
pertanahan dan juga aktivitas antar pelaksana
telah berjalan dengan baik. Namun dalam
komunikasi dengan pihak ekternal atau pihak
desa dan juga masyarakat masih berjalan
dengan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari
berbagai kendala yang dialami seperti dalam
pengumpulan masyarakat untuk mengikuti
sosialisasi yang masih sulit, serta adanya
ketidakkonsistenan atau ketidakseragaman
informasi yang disampaikan oleh pelaksana.

f. Lingkungan ekonomi dan juga lingkungan
politk memberikan pengaruh baik dalam

implemesntasi kebijakan ini. Namun pada



lingkungan sosial kurang memberikan

pengaruh baik dikarenakan masyarakat yang

masih kurang berpartisipasi dalam

pelaksanaan kebijakan ini.
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